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TENTANO

pEMIIENT-IlKAN Tllv1 PELAKSANA PIiNANCCULANGAN PIi{'fAMt}ANCAN

TANPA IZIN , PUNYALAIICUNAAN I}AIIAN I}AKAI{ MINYAK SITIT'TA }}IJ!{I.JSAKAN

INSTALASI KETENAGAL,ISTRiKAN DAN PENCURIAN AI-IRAN LIS'il}TIK

KABUPATEN NGAhIJ{"]K

Menimbang: a

BUPATI NGANJUK

bahwa kegiatan pertamballgan tanpa ijin, kegiatan penyalahgunaan bahan

bakar minyak ,*rt* p*ro*akan instalasi kotenagalistrikan tlan peneilrian

aliran listiik, telah menimbulkan dampak yang rnerugikan kepada

rnasyarakat umum, kclnsumen dan keuangan Negara'

bahwa untuk mengkoordinasikan upaya penanggulangan nlasalah tersebut

diatas, maka perlu $sgera tlianrtril lnngkah-laltgkah stratogis , tr:t'padu dan

terkoordinasi dengan membentuk Tim PeXaksana ['enanggulangzur

Pertambangan Tanpa lzin. Penyalahgunaan Bahan Bakar Min,vak, serta

perusakan Instalaii Ketenagalistrikan dan Pencurian Aliran Listrik

Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati'

Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah

dengan Perubahan Kedua Undang Undang Dasar 1945;

Undang-undang Nomor 44 Pry. Tahun 1960 tentang Perta:nbangan Minyak

dan Gas Bumi;

Undang-undang Nomor I I Tahun 1967 tentang Ketentuan ketcntuan Pokok

Pertambangan;

Undang-undang Nomor I 'Iahun l97l tentang Perulsahaan l)ertitmbangan

Minyak dan 6as llurni Negnra;

Undang-undang Nomor I Tal"lun i 981 tentang Hukum Aeara Fidana;

Undang-undang Nornor l5 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan;

Undang-undzurg 23 Tahun 1997 tentang Pengeloiaan l-ingkungan Hidup ;

tiilclang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentartg Pcmerirrtaharr flaerah ;

Undang-undang Nomor 25 'l.ahun 1999 tentang l)crimb;ugiln Keuangan

antara Pernerintah Pusat dan Daerah ;
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ll.

ileraturan Pemerintah
urxluttg N*mor 1l

Fertan:ltrangan ;

Peraturan Femerintah
Darnpak Lingkungan ;

Nomur 32 Tahun i969 tcnl"ar:g I'elaksar:aan Unilang-

?alrun 19{t7 te*tnng Ketcnlttiltt-kete nttt;ttl l}*kok

Nqlmor 27 Tahun i9?9 tentang Anatrisis Mengenai

h4enetapkan :

PER"TAMA

KEDUA :

KETIGA

KE,EMPAT

i2. Feratura:r Femerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Ker'ven:lngan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Gtonorn

MEMUTUSKAN :

PEMI]UN1'UKAN
PERTAMBANGAN
MINYAK SERTA
DAN PENCURIAN

TIM PET"AKSANA PIlNANG(;{Ji-ANCAN
TANPA IZIN, PENYAI,AHGLTNAAN BAHAN BAKAR
FERUSAKAN INSTAI-AST KETE}'IACALIS'|RIKAN

ALIRA}.{ LISTRIK KAtsUPATEN NGA}{JUK'

: Membentuk Tim Pelaksana Penanggulangan Fertarnbangan '{'anpa lzin,

Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak, serta Perusakan instalasi

Ketcnagalistrikan dan Pencurian Aliran I-istrik Kabr.rpaten Nganjuk ynrlg

uuuun*, keanggotaannya, sebagaitnana tereantum dalarn lampiran Keputusan

ini.

Tim pelaksana sebagaimana dirnaksud pada diktum Pertama rnempunyai tugas

sehagai berikut:.
a. Melaksanakan tugas operasional 'l"im Fenanggulangtrn khususnya dalam

melaksanakan program pencegahan , penertiban dan penghentian segala

bentuk kegiatan pertambangan tanpa izin, penyaiahgunaan bahan bakar

minyak serta perusakan instalasi ketenagalistrikan dan pencurian aliran

Iismik di Kabupaten Nganjuk.
b. .Melaksanakan kerja sanra deng;rn J'im Peletksana !,usat scstlai dengan

stanclart kerjasama operasional antara'l'inr llelnksanat Daerah clerlgan 'l'im

[)r:laksima Pusat.

c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati '

I)alam keanggotaan Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada

dikturn KEDUA cliperbantukan Petugas Penyelidik rlari Kepolisian Negara

Republik trndonesia seca Fejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

ml6prin petugas Polisi khr"rsus dari ins{ansi luin yang terkait yirrrll diberikan

kcwcp:urBln untuk tugas-tugus pcnycliclikatt clan pcllyidikal: scsttrti dcngart

pcr- urtdang-undangan yang bcrlaku"

Instansi Kepolisian dan Kejaksaan setempat sesuai dengan lingkup dan tugas

rnasing-masing wajib menindak lanjuti dari hasil ternuan dan hasil peiryelidikan

rl]nupun penyidikan y;urg dilakukan olch 'l'im []elaksatta Kabttpatcn scsuai

clengan periluran perundang-undangan yang berlaku.

Segala biaya yang timhul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan peida

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk'
KELIh4A



KEENAM Keputusan ini mu.lai berlaku pada tanggal ditetapkan , dengan ketentuan
apabila dikemudian hari ternyata terdapat fikeli.uun didula*ryu akan diadakan
perubahan sebagaimana rnestinya

Nganjuk
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Tanggal : f
SUSTINAN TIM PELAKSANA PENANGGULANGAN PERTAMBANGANTANPA IZIN, PENYALAHGI.INAAN BAHAN BAKAR MINYAK, SERTAPERUSAKAN INSTALASI KETENAGALISTRIKAN DANPENCUzuAN ALIRAN LISTRIK KABUPATEN NGANJUK

JabatanDalam Tim JabatanDalam Dinas

Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris I

Sekretaris II

Anggota

S ekretaris Daerah fublrffi
Kepala Dinas Perekonomian Daerair Kab. Nganjuk
Kepala Sub Dinas BUMD dan pertambangan pada
Dinas Perekonomian Daerah Kabupaten Nganjuk
Kasi Pertambangandan Energi paaa SuU Dinas BUMD
dan Pertambangan, Dinas peiekonomian Daerah
Kabupaten Nganjuk
1. Asisten Sekretaris Daerah Bidang pemerintahan

Kabupaten Nganjuk.
Dinas Perhubungan Daerah Kab. Nganjuk.
Asisten Sekretaris DaerahBidang K"uu.rgun
Kabupaten Nganjuk.
Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk.
Ka Sub Dinas Perindustrian, Dinas perekonomian
Daerah Kab. Nganjuk.
Ka Sub Dinas Perdagangan, Dinas perekonomian
Daerah Kab. Nganjuk.
Kepala Dinas Kehewanan Daerah Kab. Nganjuk

Kepala !i1as Tenaga Kerja dan Transmigrasi"
Daerah Kab. Nganjuk.
Kepala Dinas Kehutanan Daerah Kab. Nganjuk.
Kepala Dinas Kebersihan Lingkungan Hiaui aan
Pertamanan Kab. Nganjuk.
Komandan Kodim 0810 Nganjuk.
Kepala Kejaksaan Negeri Nganyuk
Kepala Resort Kepolisian Nganjuk.

fepa]a Cabang pT. pLN Kediridi Nganjuk
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Feriindungan
Masyarakat Daerah Kabupaten Nganj uk

DTs.SOETRISNO R, M.Si

KOMINFO
Textbox


ttd.


